





















SEKSI


WILAYAH II








SEKSI


WILAYAH I








SEKSI


WILAYAH IIB








SEKSI


WILAYAH II














SEKSI 


WILAYAH IIA











SEKSI


WILAYAH I














SEKSI


REHABILITASI














SEKSI


KONSERVASI 











SEKSI


WILAYAH II


























SEKSI


WILAYAH I














SEKSI


PULAU-PULAU KECIL














SEKSI


WILAYAH IB





SEKSI


WILAYAH IA





SUBBAGIAN


PERSURATAN DAN ARSIP











SUBBAGIAN


PERLENGKAPAN DAN


 RUMAH TANGGA








SEKSI


WILAYAH IIIB





SUBBAGIAN


TATA USAHA PIMPINAN





SEKSI


WILAYAH IIIA

















SUB BAGIAN 


VERIFIKASI DAN AKUNTANSI








SUBBAGIAN


PELAKSANAAN ANGGARAN











SUBBAGIAN


PERBENDAHARAAN











BAGIAN


UMUM





SEKSI


PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN ANDALAN








BAGIAN 


KEUANGAN








SEKSI


PENGEMBANGAN DATA








SEKSI  


WILAYAH IVB





SUBBAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN








SEKSI  


WILAYAH IVA





SUBDIT


 PENGEMBANGAN 


WILAYAH I








SEKSI


WILAYAH IIB





BAGIAN


PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPEGAWAIAN 











BAGIAN


PERENCANAAN





SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA





SUBBAG TATA USAHA











SUBBAG TATA USAHA


























MENTERI DALAM NEGERI,











GAMAWAN FAUZI





LAMPIRAN  VI	 :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI


	NOMOR	:  41 TAHUN 2010       


	TANGGAL	:  29 JUNI 2010











BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


DIREKTORAT JENDERAL BINA 


PEMBANGUNAN DAERAH














SUBDIT


PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH V





 SUBDIT


PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV








SUBDIT 


PERENCANAAN PEMBANGUNAN 


WILAYAH III





SUBDIT


PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH II





SUBDIT


PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I








SEKSI  


WILAYAH VB





SEKSI  


WILAYAH VA








SUBBAGIAN


DATA DAN INFORMASI











KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

























































































SEKSI


WILAYAH IIA





SEKSI


WILAYAH IB














SEKSI


WILAYAH IA











SUBDIT


WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL








DIREKTORAT 


PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





 SUBDIT


WILAYAH TERTINGGAL








DIREKTORAT


PENATAAN PERKOTAAN





DIREKTORAT


PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH








DIREKTORAT


FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP





DIREKTORAT


PENGEMBANGAN WILAYAH





SUBBAGIAN


KEPEGAWAIAN








SUBDIT


KAWASAN STRATEGIS DAN ANDALAN








SUBDIT


PENGEMBANGAN WILAYAH II





SUBBAGIAN


PENYUSUNAN PROGRAM 


DAN ANGGARAN








SUBBAGIAN


SISTEM DAN PROSEDUR








SUB BAGIAN


EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA











SEKRETARIAT DITJEN 





DIREKTORAT JENDERAL


BINA PEMBANGUNAN DAERAH








SEKSI  


PESISIR DAN LAUT














SEKSI


SOSIAL EKONOMI














SEKSI


PRASARANA DAN SARANA














SEKSI


WILAYAH II











SEKSI


WILAYAH I








SUBDIT


PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP








 SUBDIT 


PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR








SUBDIT


KONSERVASI DAN REHABILITASI 








SUBDIT


PENATAAN RUANG KAWASAN











SUBDIT


PENATAAN RUANG WILAYAH











SEKSI


PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN








SEKSI  


PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN











SEKSI


PENGELOLAAN





SEKSI


PERENCANAAN 


DAN PENGEMBANGAN 














SEKSI


WILAYAH II








SEKSI


WILAYAH I














SEKSI


INVESTASI

















SEKSI 


PROMOSI





SEKSI


PENGEMBANGAN PRODUK 


UNGGULAN











SEKSI


IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN








SUBDIT


KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH





 SUBDIT


KEMITRAAN USAHA








SUBDIT


SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH








SUBDIT


PROMOSI DAN INVESTASI 


DAERAH








SUBDIT


PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH











SEKSI


KERJASAMA PERKOTAAN 


ANTAR DAERAH








SEKSI  


KERJASAMA PERKOTAAN ANTAR NEGARA














SEKSI


LINGKUNGAN PERKOTAAN














SEKSI


SARANA PRASARANA














SEKSI


LINGKUNGAN PERKOTAAN











SEKSI


SARANA PRASARANA











SEKSI


LINGKUNGAN PERKOTAAN

















SEKSI 


SARANA PRASARANA











SEKSI


PENGENDALIAN











SEKSI


PERENCANAAN 











SUBDIT


KERJASAMA  PERKOTAAN








 SUBDIT


PENATAAN KOTA KECIL








SUBDIT


PENATAAN KOTA MENENGAH








SUBDIT


PENATAAN KOTA BESAR DAN METROPOLITAN








SUBDIT


PERENCANAAN DAN 


PENGENDALIAN PERKOTAAN
























































